BAB V
PENUTUP
1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam penelitian tentang
penelitian  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Prostitusi
Terselubung serta Upaya pemerintah dalam menanggulangi Anak Akibat
Prostitusi Terselubung, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai

berikut :
1. Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) Kelas Il Gorontalo hanya mengacu pada Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, meskipun mereka
terlibat praktek prostitusi ini sebagai penjaja sex komersial, mereka
harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan
sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat
prakteik prostitusi terselubung sama dengan perlindungan anak
ditindak pidana lainnya yaitu menjauhkan anak dari stigma negatif
masyarakat, jatuhnya pisikologis anak serta perlindungan hak dan

martabat anak sebagai manusia.

2. Untuk upaya pemerintah dalam menanggulangi anak akibat prostitusi
terselubunga oleh Balai Pemasyarakatan Kelas Il Gorontalo. Bapas
melakukan upaya dengan cara memberikan arahan kepada mereka

yang telah melakukan prostitusi. Karena Bapas hanya menangani



mereka yang sudah terlibat dalam prostitusi. Keterlibatan pemerintah
dalam menangani perkara ini dikhususkan pada peran Kementrian
Hukum dan HAM GorontalO..

1.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang dapat

dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah merancang Undang-Undang agar anak-anak
yang terlibat dalam prostitusi lebih dilindungi oleh undang-undang
yang khusus mengatur anak akibat prostitusi tersebut, sehingga anak
yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan
kejenjang lebih tinggi, dan hidup lebih baik lagi.

2. Sebaiknya kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah khusunya Balai Permasyarakatan kelas Il Grontalo lebi di
tingkatkan agar masyrakat lebih memahami apa yang dimaksudkan
dengan prostitusi yang sering terjadi di sekitar mereka dan harapan
saya agar pemerintah mengawasi dan melindungi anak-anak agar

terhindar dari perbuatan prostitusi.
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